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LAMPIRAN PERTANYAAN 

YANG DIKEMBANGKAN UNTUK WAWANCARA MENDALAM 

1. Apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan level kapabilitas APIP 

yang lebih tinggi sampai dengan level optimum? 

2. Siapa saja yang harus berperan aktif dalam peningkatan level kapabilitas 

APIP? 

3. Apakah pimpinan pemerintahan kota beserta jajaran terkait, mengetahui dan 

memahami tujuan peningkatan kapabilitas APIP? 

4. Apakah terdapat regulasi yang ditetapkan pemerintah kota dalam mendukung 

peningkatan kapabilitas APIP dan bagaimana implementasinya? 

5. Apa saja contoh konkret dukungan pimpinan dalam peningkatan kapabilitas 

APIP? 

6. Indikator tata kelola Pemerintah Kota Makassar selama 3 tahun terakhir telah 

menunjukkan perbaikan, namun kenapa belum dapat mencapai kapabilitas 

APIP minimum yang ditargetkan dalam RPJM Nasional?  

7. Apakah kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah 

Kota Makassar telah memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik? 

8. Apakah dukungan sarana dan prasana Inspektorat Daerah Kota Makassar 

telah memadai? 

9. Apakah persentase anggaran belanja daerah Inspektorat Daerah Kota 

Makassar telah sesuai dengan regulasi? 

10. Apakah pimpinan dan jajaran Inspektorat Daerah Kota Makassar telah 

memahami proses bisnis penilaian kapabilitas APIP? 

11. Bagaimana hasil penilaian mandiri dan evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat 

Daerah Kota Makassar? 

12. Dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan dalam 3 komponen yang terdiri 

dari 6 elemen dan 18 topik, apa saja kendala yang masih harus dipenuhi pada 

18 topik tersebut? 
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13. Apa saja kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung 

kapabilitas APIP? 

14. Apa saja strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala peningkatan 

kapabilitas APIP pada 18 topik? 

15. Apa saja strategi yang dilakukan dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti 

pendukung kapabilitas APIP? 

16. Bagaimana keterkaitan hubungan antar 3 komponen kapabilitas APIP? 

17. Apa saja area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kota 

Makassar untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra 

strategis pimpinan pemerintah kota? 


